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PUTUSAN
Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Nph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang
diajukan oleh:
Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung
Semper, Rt 002 Rw 006, Desa Kertamukti,
Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat,
sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Buruh,
tempat kediaman di Kecamatan Cipatat, Kabupaten
Bandung Barat, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada
tanggal 08 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor ----
/Pdt.G/2018/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada
tanggal 16 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA

Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi
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syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta

Nikah Nomor: ----------- tertanggal 06 November 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
terakhir tinggal bersama di rumah berama yang beralamat di Kecamatan
Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da
dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang bernama :

a. AK, tanggal lahir 15 April 2006;

b. AK, tanggal lahir 07 April 2007;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak
selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sejak bulan April 2007 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
antara lain karena:

a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga,
Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga nafkah yang
diberikan Tergugat tidak menentu, rata-rata nafkah yang diberikan
Tergugat hanya Rp. 50.000,- perhari apabila Tergugat bekerja,
nafkah tersebut kurang dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan
kebutuhan rumah tangga, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan
keluarga sehari-hari mengandalkan dari hasil bekerja Penggugat

b. Tergugat kurang rukun dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak
pernah ada itikad baik untuk bersilaturahmi dengan keluarga
Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat selalu
berakhir dengan pertengkaran;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah
tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya.
Puncaknya pada bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0037/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhubungan layaknya suami istri dan pada tanggal 25 Oktober
2018 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga
Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan telah pisah tempat
tinggal;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah
tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan
kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu
Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk

memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang
ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih
lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 14 November 2018 dan 23
November 2018 dengan masing-masing relaas panggilan nomor ----
/Pdt.G/2018/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
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disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA
Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Nomor ---------------- Tanggal
22 Juni 1992, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan
aslinya, P.1;

2. Bukti Saksi.

2.1.Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat

tinggal di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat danTergugat telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis tetapi sejak bulan April 2007 sudah tidak harmonis
lagi;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak
memiliki pekerjaan tetap dan kurang dalam memberikan nafkah
dan tidak rukun dengan keluarga Penggugat ;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Oktober 2018;

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasihati
Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil;

2.2.Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung

Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat danTergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis tetapi sejak bulan April 2007 sudah tidak harmonis
lagi;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak
memiliki pekerjaan tetap dan kurang dalam memberikan nafkah
dan tidak rukun dengan keluarga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Oktober 2018;

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasihati
Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta
mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan
semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis
Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak
terpisahkan dari putusan ini ;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang
selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan kurang
dalam memberikan nafkah dan tidak rukun dengan keluarga Penggugat dan
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dalam membina rumah
tangga, sehingga selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang
cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
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sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah
dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,
menikah pada tanggal 22 Juni 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Wawan Suwarjono dan Ani Indriani binti Samsudin, keduanya telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk
perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga
keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

— Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan kurang dalam
memberikan nafkah serta tidak rukun dengan keluarga Penggugat;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dalam
membina rumah tangga, sehingga selalu menimbulkan perselisihan dan

pertengkaran;
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Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah
tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.
Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat
berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah
diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut
mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut
telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga
telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan
rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha
secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan
rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap
bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun
kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah
pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya
seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan
menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan
bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan
lagi;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’l
atau doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis
sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz Il halaman 405:
A Ga Y Al ged oy Al Cpalusdll alSa (e e ) 20 (e

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk

mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia

termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;
2. Kitab Al-Anwar juz Il halaman 55:
Al aill) Sla A Sl 18 S oam a3 ol

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib,

maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti

(persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang
berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Rp341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah oleh Muhammad
Ihsan, S. Ag, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I, M.H., dan
Ana Efandari Sulistyowati, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.HI., M.H. Muhammad lhsan, S. Ag, M.Ag.

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.H.I.

Rincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  250.000,00
- Redaksi :Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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